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BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN PENGOLAHAN PADI DAN LADA

Menimbang

Mengingat

DI KECAMATAN TOWUTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor S5 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan
dan Rencana Pembangunan Kawasan  Perdesaan
Pengolahan Padi dan Lada di Kecamatan Towuty;

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495); 33






10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); c’g






11.

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2010 Nomor 252, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 38);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 108).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN
PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN PENGOLAHAN PADI DAN LADA DI
KECAMATAN TOWUTI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu
oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ?
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10.

11.

12.

13.

14.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan selanjutnya
disingkat TKPKP adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat
daerah kabupaten/kota, dan wunsur pemerintah desa, yang
menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan
tingkat kewenangannya.

Badan Perencanaaan Penelitian dan Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah perangkat
daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah
pada tingkat Kabupaten/Kota.

Camat adalah perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di
tingkat Kecamatan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain
selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.

Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa
vang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan
kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui
pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.

Penetapan Kawasan Perdesaan adalah penetapan dua atau lebih desa
dalam suatu tema kawasan dengan memperhatikan kegiatan
pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya,
tempat permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan,
sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan,
keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten,
kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat, keterpaduan
dan keberlanjutan pembangunan. ?






15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut
RTRW Kabupaten adalah dokumen rencana tata ruang wilayah
Kabupaten/Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk
periode 6 (enam) tahun.

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disebut
RPKP adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima)
tahunan bagi setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan harus sesuai dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Kawasan pengolahan padi dan lada adalah kawasan perdesaan yang
terdiri dari 10 (sepuluh) Desa yang mengembangkan potensi pertanian
yang berbasis budidaya lada dan padi dengan didukung potensi
pertanian lainnya menuju Luwu Timur terkemuka.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pusat yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pusat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur
yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah Peraturan
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah
Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa
dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. %
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28.

29.

30.
31.

32,

33.

34.

Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan Perundang
undangan yang di buat oleh beberapa Kepala Desa dalam rangka
melaksanakan suatu kerja sama

Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah
Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari
RPJMDes dalam waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Daerah.

Perangkat desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari
Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga atau wadah
yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah
Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan
masyarakat di bidang pembangunan.

Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat desa
yvang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk
menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan
masyarakat dan pembangunan partisipatif.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 2

Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pengolahan Padi dan Lada
Kecamatan Towuti sebagai berikut :

a.

percepatan dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan
ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui
pendekatan partisipatif;

pengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan
para pihak pada kawasan yang ditetapkan;

terwujudnya Desa berkelanjutan, yang berbasis pada potensi sumber
daya alam, sosial budaya lokal dan daerah;

pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan
perdesaan; dan

pembangunan keterkaitan Desa melalui pengembangan kegiatan
perekonomian hulu-hilir.

Pasal 3

Sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan Pengolahan Padi dan Lada
Kecamatan Towuti sebagai berikut :

a.
b.
c.

peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur;
padi dan lada sebagai produk unggulan;
peningkatan produksi padi dan lada; %






d. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung komoditas padi
dan lada;

penataan potensi wisata;

pembangunan objek wisata berbasis agrowisata; dan

g. pusat pengemasan dan pusat pemasaran.

™8

BAB III
BATASAN LOKASI KAWASAN PERDESAAN

Pasal 4

(1) Lokasi perencanaan RPKP Pengolahan Padi dan Lada Kecamatan Towuti
yakni Kecamatan Towuti.

(2) Luas kawasan perencanaan RPKP perdesaan pengolahan padi dan lada
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 850.22 km? (delapan ratus lima
puluh koma dua puluh dua kilometer persegi).

(3) Kawasan perencanaan RPKP pengolahan padi dan lada Kecamatan
Towuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki batas
kawasan sebagai berikut:

a. sebelah Utara : Kabupaten Morowali

b. sebelah Timur : Kabupaten Morowali dan Kolaka Utara
c. sebelah Selatan : Kolaka Utara

d. sebelah Barat : Kota Malili

(4) Batasan (delineasi) kawasan perencanaan RPKP Pengolahan Padi dan
Lada Kecamatan Towuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dilihat pada gambar peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Desa dalam Kawasan Perdesaan Pengolahan Padi dan Lada Kecamatan
Towuti, meliputi :

Desa Libukang Mandiri;
Desa Tole;

Desa Kalosi;

Desa Buangin;

Desa Mahalona;

Desa Masiku;

Desa Tokalimbo;

Desa Loeha,;

Desa Ranteangin; dan

Desa Bantilang,

PR DR OCTR

Pasal 6

Klaster Kawasan Perdesaan Pengolahan Padi dan Lada Kecamatan Towuti,
terdin dan :

a. klaster pertanian;

b. klaster pariwisata; dan

c. klaster pendukung. ?3






BAB IV
JANGKA WAKTU DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN RPKP

Pasal 7

(1) RPKP Pengolahan Padi dan Lada merupakan rencana pembangunan
jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Tahun 2018
sampai dengan Tahun 2022

(2) RPKP Pengolahan Padi dan Lada disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB I

BAB 11

BAB III

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Tujuan pembangunan kawasan

1.3 Landasan hukum

DESKRIPSI KONDISI KAWASAN PERDESAAN

1.1 Fisik Dasar

1.2 Sosial budaya dan kependudukan

1.3 Ekonomi

1.4 Sarana dan prasarana

DELENIASI DAN SUSUNAN FUNGSI KAWASAN PERDESAAN
3.1 Deliniasi kawasan

3.2 Susunan fungsi kawasan

KLASTER DAN SASARAN KLASTER

4.1 Klaster komoditas

4.2 Klaster pendukung

MODEL SINERGISME PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
5.1 Analis klaster

5.2 Kerangka sitem

BAB IV MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN.

(3) Dokumen RPKP Pengolahan Padi dan Lada sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisah dengan Peraturan Bupati ini.

BABV

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu
Pembangunan Berskala Lokal Desa

Pasal 8

(1) Pembangunan berskala lokal Desa dalam kawasan merupakan
pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh Desa dan disesuaikan
dengan kewenangan Desa.

(2) Pembangunan berskala Desa disesuaikan dengan rencana pembangunan
Desa dalam kawasan.

(3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib
diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar

Desa. 1?






(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

Bagian Kedua
Pembangunan Berskala Kawasan

Pasal 9

Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan

kepada pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan

Desa.

Pembangunan berskala kawasan dilaksanakan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui

Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.

Dalamm melaksanakan kegiatan, Perangkat Daerah pelaksana wajib

mengikutsertakan pemerintah Desa dan masyarakat Desa setempat.

Pelibatan pemerintah Desa dan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) meliputi :

a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan
pembangunan kawasan perdesaan,

b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati
pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan

c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 10

Sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan
dapat bersumber dari dana pemerintah maupun dana non-pemerintah.
Dana pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. APB Desa;

b. APBD;

c. APBD Provinsi; dan/atau

d. APBN.

Dana non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa dana swadaya masyarakat, swasta, maupun pihak lainnya.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 11

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan Kawasan Perdesaan
dilakukan untuk mengetahui kemajuan pencapaian hasil dan kendala
vang dijumpai dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan
Perdesaan dan Rencana Kegiatan Tahunannya. 9!,






(2) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan secara berjenjang dari
masing-masing komponen, TKPKP Kawasan, TKPKP Kabupaten, TKPKP
Provinsi, dan TKPKP Pusat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur. (?t

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 24 September 2018
BUPATI LUWU TIMUR,

. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 24 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

— —
"

%

BAHRI SULI

. BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR :22
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